BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa penangkapan pejabat publik oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) selalu menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung
dengan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Kasus
semacam ini biasanya memunculkan respons cepat dari masyarakat karena
menyangkut integritas aparatur negara dan penggunaan kewenangan publik.
Pada level lokal, isu penindakan korupsi sering menjadi bahan diskusi utama
di ruang sosial maupun media digital. Pada 16 November 2025,
Kanalindonesia.com menerbitkan dua berita mengenai tokoh di Ponorogo yang
dikaitkan dengan operasi KPK, yakni Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah
Ponorogo dan Dr. Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Hardjono
Ponorogo. Kedua tokoh tersebut menempati posisi strategis dalam struktur
birokrasi dan pelayanan publik sehingga keterlibatan namanya memiliki nilai
berita tinggi. Pemberitaan tersebut menonjolkan aspek profil pribadi,
perjalanan Kkarier, serta posisi strategis kedua tokoh, sehingga menarik dikaji
dari sudut pandang independensi media dalam menyampaikan informasi
politik kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa media tidak hanya
melaporkan peristiwa hukum, tetapi juga membangun konteks sosial atas figur

yang diberitakan.



Pemberitaan mengenai kasus hukum pejabat daerah tidak hanya
berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga berpotensi membentuk
persepsi sosial masyarakat terhadap individu yang diberitakan. Media memiliki
kemampuan membingkai realitas melalui pilihan judul, diksi, sumber
informasi, dan penempatan fakta dalam teks berita. Ketika media lebih
menonjolkan latar belakang personal dibanding substansi perkara, maka opini
publik dapat terbentuk sebelum adanya proses hukum yang final. Situasi
tersebut berisiko menempatkan seseorang pada posisi bersalah di mata publik
meskipun proses pembuktian masih berjalan. Dalam konteks ini, media
memiliki tanggung jawab etik untuk menjaga keseimbangan informasi agar
tidak terjadi penghakiman melalui media massa. Prinsip praduga tak bersalah
perlu dijaga agar fungsi pers tetap sejalan dengan nilai keadilan dan
profesionalisme jurnalistik. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kepentingan
publik untuk tahu dan hak individu untuk diperlakukan adil menjadi isu penting

dalam pemberitaan kasus hukum.

Masyarakat Ponorogo sebagai khalayak lokal menjadi kelompok yang
paling terdampak atas konstruksi berita tersebut. Kedekatan geografis dan
sosial membuat masyarakat lokal memiliki perhatian lebih besar terhadap isu
yang menyangkut pejabat di daerahnya. Informasi yang disajikan media lokal
maupun regional dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah daerah, birokrasi, dan pelayanan publik. Jika pemberitaan
dilakukan tanpa prinsip objektivitas dan independensi, maka dapat muncul

polarisasi sosial, stigma terhadap lembaga tertentu, serta menurunnya



legitimasi institusi publik. Persepsi negatif yang terbentuk juga dapat
memengaruhi hubungan masyarakat dengan aparatur pemerintah dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam jangka panjang, rendahnya kepercayaan publik
berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan
daerah. Karena itu, kualitas pemberitaan media memiliki dampak nyata
terhadap stabilitas sosial dan hubungan antara warga dengan institusi

pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi, independensi media merupakan unsur
penting yang menopang fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. Pers yang
independen memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat
untuk menilai kinerja pejabat dan lembaga negara. Media dituntut bebas dari
intervensi politik, ekonomi, maupun kepentingan pemilik modal agar mampu
menyampaikan fakta secara seimbang. Independensi juga berkaitan dengan
kebebasan redaksi dalam menentukan sudut pandang berita tanpa tekanan
pihak luar. Ketika ruang redaksi tidak otonom, isi pemberitaan rentan
diarahkan sesuai kepentingan tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa
independensi media berkaitan erat dengan struktur kepemilikan, tekanan
eksternal, serta otonomi redaksi dalam menentukan isi berita (Amallah et al.,
2025). Dengan demikian, analisis independensi media penting dilakukan untuk

menilai kualitas demokrasi dan kesehatan ekosistem pers.

Pada era digital, media online memiliki kecepatan tinggi dalam

memproduksi berita, tetapi sering menghadapi tekanan persaingan klik, trafik



pembaca, dan sensasionalisme judul. Model bisnis berbasis kunjungan
pembaca mendorong banyak media mengejar perhatian audiens dalam waktu
singkat. Situasi ini menyebabkan sebagian media cenderung menampilkan
narasi yang dramatis agar menarik perhatian publik. Akibatnya, standar
verifikasi, keberimbangan narasumber, dan netralitas bahasa terkadang
terabaikan. Pemberitaan yang terlalu cepat tanpa proses penyuntingan
memadai dapat menimbulkan kekeliruan informasi dan bias makna. Fenomena
ini menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi dan literasi informasi
masyarakat. Oleh karena itu, penelitian terhadap Kanalindonesia.com relevan
untuk melihat sejauh mana media online menjaga independensi dalam meliput

kasus politik dan hukum di tingkat daerah.

Penelitian  terdahulu  mengenai independensi media online
menunjukkan bahwa pemberitaan politik di sejumlah media digital masih
dipengaruhi preferensi redaksional dan kepentingan tertentu. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa kebebasan pers tidak selalu diikuti oleh netralitas
dalam proses produksi berita. Dalam praktiknya, ruang redaksi dapat
dipengaruhi orientasi bisnis, ideologi media, maupun tekanan dari aktor
eksternal. Hastuti (2020) menemukan bahwa independensi media online dalam
isu politik belum sepenuhnya terjaga karena adanya kecenderungan framing
tertentu dalam penyajian berita. Temuan tersebut menegaskan bahwa media
memiliki kuasa besar dalam menentukan sudut pandang informasi yang
diterima publik. Bias pemberitaan dapat muncul melalui pemilihan

narasumber, penempatan fakta, serta penggunaan bahasa yang tidak seimbang.



Temuan ini menunjukkan bahwa media digital rentan menghadapi bias,

terutama ketika memberitakan isu yang memiliki nilai politik tinggi.

Selain itu, studi mengenai framing media juga menjelaskan bahwa
media dapat membangun citra positif maupun negatif terhadap tokoh publik
melalui seleksi fakta, diksi, dan penonjolan aspek tertentu. Framing
menjadikan media bukan sekadar penyalur informasi, tetapi juga pembentuk
makna atas suatu peristiwa. Publik sering menilai tokoh politik berdasarkan
bagaimana media menyajikan realitas, bukan semata berdasarkan fakta
objektif. Ardliansyah dan Sufyanto (2024) menegaskan bahwa framing media
berperan besar dalam pembentukan citra politik tokoh di ruang publik.
Penekanan terhadap rekam jejak, prestasi, atau kontroversi dapat menghasilkan
persepsi yang berbeda pada pembaca. Dengan demikian, pemberitaan
Kanalindonesia.com mengenai tokoh Ponorogo patut dikaji untuk melihat
apakah konstruksi berita lebih menekankan fakta hukum atau justru
membangun citra tertentu. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana

media menjaga batas antara informasi dan pembentukan opini.

Di sisi lain, isu independensi pemberitaan tentang kasus korupsi juga
berkaitan dengan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang sering
menjadi pusat perhatian media. Setiap tindakan KPK biasanya memperoleh
sorotan luas karena menyangkut agenda pemberantasan korupsi dan
kepercayaan publik. Tingginya perhatian masyarakat membuat media

berlomba menyajikan informasi tercepat mengenai operasi penindakan KPK.



Wahyuningrum, Disemadi, dan Jaya (2020) menyatakan bahwa independensi
KPK sebagai institusi berpengaruh terhadap persepsi publik mengenai
penanganan kasus korupsi. Ketika media memberitakan operasi KPK secara
tidak proporsional, masyarakat dapat menilai proses hukum berdasarkan narasi
media, bukan berdasarkan fakta yuridis. Situasi tersebut berpotensi
menimbulkan kesalahpahaman mengenai mekanisme hukum yang sedang
berjalan. Oleh karena itu, akurasi dan proporsionalitas berita menjadi syarat

penting dalam peliputan kasus korupsi.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas independensi media,
framing politik, dan relasi media dengan demokrasi, masih terdapat
kesenjangan penelitian pada konteks media online regional, khususnya
Kanalindonesia.com dalam pemberitaan kasus korupsi di daerah. Sebagian
besar studi sebelumnya berfokus pada media nasional yang memiliki struktur
organisasi dan jangkauan audiens lebih luas. Sementara itu, media regional
menghadapi dinamika berbeda karena beroperasi dekat dengan pusat peristiwa
dan komunitas lokal. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada media
nasional, sedangkan media regional memiliki karakteristik kedekatan
geografis, sosial, dan psikologis dengan audiens lokal. Kedekatan tersebut
dapat memengaruhi sensitivitas pemberitaan, pemilihan narasumber, dan
tekanan sosial terhadap redaksi. Kedekatan ini berpotensi memengaruhi cara
media menyusun berita serta respons masyarakat terhadap isi pemberitaan.
Karena itu, penelitian pada media regional penting untuk melengkapi peta

kajian independensi pers di Indonesia.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis
independensi berita politik tentang peristiwa ditangkapnya pejabat Ponorogo
oleh KPK di Kanalindonesia.com pada tanggal 16 November 2025. Fokus
penelitian diarahkan pada bentuk objektivitas, keberimbangan sumber,
netralitas bahasa, dan kecenderungan framing dalam teks berita. Penelitian ini
diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan kajian
komunikasi politik dan jurnalisme digital, khususnya mengenai independensi
media online regional. Hasil penelitian juga dapat memperkaya literatur
tentang praktik pers lokal dalam meliput isu hukum dan politik. Secara praktis,
hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi insan pers agar lebih menjaga
objektivitas, akurasi, dan keberimbangan berita, serta meningkatkan literasi
media masyarakat dalam memahami pemberitaan politik. Temuan penelitian
dapat menjadi bahan evaluasi redaksi dalam memperkuat standar
profesionalisme jurnalistik. Dengan demikian, penelitian ini  memiliki
relevansi akademik sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat dan industri

media.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana independensi berita politik tentang peristiwa ditangkapnya
pejabat Ponorogo oleh KPK dalam pemberitaan Kanalindonesia.com pada

tanggal 16 November 20257

1.3 Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis independensi berita politik tentang peristiwa

ditangkapnya pejabat Ponorogo oleh KPK dalam pemberitaan



Kanalindonesia.com pada tanggal 16 November 2025 berdasarkan prinsip

objektivitas, keberimbangan, dan netralitas media.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
dalam pengembangan kajian llmu Komunikasi, khususnya pada bidang
jurnalistik, komunikasi politik, dan studi media digital. Hasil penelitian ini
dapat memperkaya literatur mengenai independensi media online dalam
pemberitaan politik dan hukum di tingkat daerah, yang hingga kini masih
relatif terbatas dibandingkan penelitian pada media nasional. Kajian ini
penting karena media regional memiliki karakteristik tersendiri, seperti
kedekatan geografis, sosial, dan psikologis dengan audiens lokal, sehingga
berpotensi memengaruhi pola produksi berita serta relasi media dengan

kekuasaan daerah.

Selain itu, penelitian ini dapat memperluas penerapan teori
independensi berita dengan menguji indikator objektivitas, keberimbangan,
netralitas, dan otonomi redaksi pada konteks media online regional. Temuan
penelitian juga dapat menjadi bahan pengayaan terhadap konsep framing
media, terutama dalam melihat bagaimana penyajian profil tokoh, pemilihan
diksi, dan penonjolan aspek tertentu dapat memengaruhi persepsi publik
terhadap kasus hukum pejabat daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak

hanya menambah referensi empiris, tetapi juga memperkuat relevansi teori



independensi media dalam era jurnalisme digital yang ditandai persaingan

kecepatan informasi dan tekanan trafik pembaca.

Secara konseptual, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi
penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara media lokal,
demokrasi daerah, dan pembentukan opini publik. Hasil penelitian dapat
membuka ruang diskusi baru mengenai posisi media online regional sebagai
pengawas kekuasaan sekaligus pelaku industri media yang menghadapi
tantangan ekonomi digital. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki nilai
teoritis dalam memperdalam pemahaman tentang dinamika independensi pers

di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Media Online menjadi bahan evaluasi redaksi dalam meningkatkan
objektivitas, akurasi, keberimbangan sumber, dan netralitas bahasa pada
pemberitaan politik serta hukum.

2. Bagi Kanalindonesia.com menjadi masukan untuk memperkuat kualitas
pemberitaan dan kredibilitas media di mata masyarakat, khususnya
pembaca di wilayah Ponorogo dan sekitarnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Publik menjadi bahan refleksi
mengenai pentingnya transparansi informasi serta hubungan yang sehat

antara institusi publik dan media massa.



4. Bagi Masyarakat meningkatkan literasi media agar masyarakat lebih
kritis dalam memahami berita politik, mampu membedakan fakta dan

opini, serta tidak mudah terpengaruh framing tertentu.

.
\.\*“‘”v/

% 03 u\§\\\

N
~ S {fi}%ﬁﬁj.

10



	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.4.1 Manfaat Teoritis
	1.4.2 Manfaat Praktis



